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BUPATI NGAWI 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR   25   TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2024 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI NGAWI, 
 

 
Menimbang :  bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);   

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti        
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006      
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4817); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6794); 

27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109    
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 259); 
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28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan 
Gresik-Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - 
Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta 

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 225); 

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional Presiden Republik Indonesia; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15            
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

33. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014                       

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 211); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80            
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120          

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2036); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
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36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86            
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018             
Nomor 459); 

38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi 
dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia       
Tahun 2019 Nomor 68); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56                     
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit 
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 970); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70                    
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  

Nomor 1114); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90                    

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77                   
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 178); 
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44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59                    
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Berita Negara Republik Indonesia                      
Tahun 2021 Nomor 1419); 

45. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah      

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri                
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur                           
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran 
Daerah Proinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2                  
Seri D); 

49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41                
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi                
Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10                   

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 
Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi                         
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngawi Tahun.2012 Nomor 19); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8        
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08); 



- 8 - 
 

Paraf Koordinasi 

Kepala Bappeda  Kepala Bagian Hukum 

 

Indah Kusumawardhani 
 

Apriana K. 

 

 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9         

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan       
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi                        
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ngawi Tahun 2021 Nomor 09); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1         
Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 
Nomor 01); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

 

Pasal 1 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun mengacu pada: 

a. arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dan Program Prioritas Nasional dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; dan 

b. evaluasi capaian kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 
dan Triwulan I Tahun 2023. 
 

Pasal 2 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, dijadikan sebagai: 

a. pedoman perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan 

b. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara tahun 2024. 

 

Pasal 3 

 
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, terdiri dari Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH 
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB VII : PENUTUP 

(3) Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

adalah sebagai berikut: 

Lampiran II : Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah                       
Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023; dan 

Lampiran III : Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024. 
 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal  11 Juli 2023     

BUPATI  NGAWI, 

ttd 

        ONY ANWAR HARSONO 

 
Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 11 Juli 2023              

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

ttd 

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR  25 


